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 Penulis memfokuskan penelitian tentang mekanisme pembiayaan 
kepemilikan rumah (KPR) iB berdasarkan prinsip murabahah pada 
BRISyariah KCP Kudus. Bagaimana proses pelaksanaan mekanisme 
pembiayaan kepemilikan rumah di BRISyariah KCP Kudus, dan juga 
penerapannya berdasarkan prinsip murabahah.  
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
lapangan (field research). Metode pengumpulan datanya dilakukan 
melalui observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi. Teknik yang 
digunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Teknik ini digunakan 
untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari 
observasi, wawancara, ataupun dokumentasi yang dilakukan selama 
mengadakan penelitian di BRISyariah KCP Kudus. 
 Daari penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa 
mekanisme pembiayaan rumah (KPR) iB berdasarkan prinsip 
murabahah pada BRISyariah KCP Kudus sudah sesuai dengan Fatwa 
DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH, Surat 
Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 maret 2008 
Tentang persyaratan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk 
pembiayaan atas dasar akad murabahah, dan ketentuan pasal 9 ayat (2) 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Bank Syariah 
meminta nasabah membayar uang muka. Adapun proses pelaksanaan 
mekanisme pembiayaannya yaitu meliputi prospek kerja dari AO 
dengan beberapa cara mendapatkan nasabah, lalu beberapa tahap 
evaluasi meliputi investigasi dan verifikasi hingga mencapai persetujuan 
dari pihak terkait, kemudian proses pencairan dan dokumentasi atas 
perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan. 
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Lampiran 1  :  Brosur KPR BRI Syariah iB 








A. Latar Belakang 
 Di Negara Indonesia lembaga keuangan syariah telah mengalami 
perkembangan yang cukup pesat. Dimulai pada tahun 1992 untuk 
pertama kalinya berdiri sebuah bank syariah yang bernama Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor berdirinya perbankan 
dengan berlandaskan sistem syariah, yang tadinya bank syariah masih 
diragukan sistem operasionalnya, kini telah menunjukkan angka 
kemajuan yang sangat membanggakan.  
 Pada awal berdirinya bank syariah, banyak pengamat perbankan 
yang meragukan eksistensi bank syariah untuk kedepannya. Namun 
seiring berjalannya waktu, sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia 
pada tahun 1997, para pengamat perbankan melihat bahwa Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak dari krisis 
moneter yang terjadi. Mereka berpikir bahwa Bank Muamalat Indonesia 
(BMI) sebagai satu-satunya bank syariah tahan terhadap krisis moneter 
yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.  
 Jika dilihat lebih mendasar, perbankan syariah termasuk dari 
pengembangan konsep ekonomi Islam khususnya pada bidang 
keuangannya. Di istilah Internasional , perbankan syariah lebih dikenal 
dengan sebutan Islamic Banking ataupun Interes-free Banking. 
Membahas beberapa prinsip syariat Islam yang melarang adanya praktik 
riba, kegiatan yang bersifat maisir atau spekulasi serta kegiatan yang 
mengandung gharar atau  ketidakjelasan, membuat suatu kelompok 
ekonom dan praktisi dari perbankan muslim melakukan respon dengan 
mendesak untuk disediakannya sebuah produk pembiayaan dan juga jasa 
keuangan yang dapat dijalankan sesuai nilai moral dan prinsip syariah 
Islam. Hal tersebut menjadi bagian awal dari pengembangan pada Bank 
Syariah. 
 Bank Islam atau  Bank Syariah juga bisa disebut sebgai bank 
tanpa adanya bunga ialah suatu lembaga kuangan atau perbankan yang 
juga melakukan pengembangan produk-produknya dengan berdasakan 
Al-Quran dan Hadits. Dimana tugas pokok dari Bank Islam sendiri 
adalah menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya serta menjadi bagian 
dari lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan 
pengoperasiannya menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam.
1
 
 Segala hal baik dari kelembagaannya maupun cara dan proses 
dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Bank Syariah dan Unit 
Usaha Syariah, merupakan suatu bagian yang berhubungan dengan 
perbankan syariah. Menghimpun dana dari masyarakat dengan maksud 
menitipkan ataupun menginvestasikan dananya, dan juga menyalurkan 
lagi dana tersebut ke masyarakat yang memang membutuhan dana 
dengan cara jual bel ataupun kerjasama dalam usahanya, merupakan 
fungsi utama dari bank syariah itu sendiri. 
 Sesuai dengan syariat Islam yang berlaku dalam perbankan 
syariah, setiap kegiatan yang dilakukan akan mendapat timbal baliknya. 
Bank syariah menjadi lembaga penghubung anatara investor yang 
melakukan investasi terhadap dana yang dimiliknya dengan pihak-pihak 
yang membutuhkan dana untuk kegiatan usahanya. Menyesuaikan pada 
prinsip yang diterpkan untuk setiap kegiatan, maka investor akan 
mendapatkan imbalan dari bank berupa bagi hasil atas investasi yang 
dilakukannya, sedangkan margin keuntungan dan juga bagi hasil akan 




 Dengan adanya suatu landasan hukum mengenai Perbankan 
Syaraih, maka hal tersebut akan memperkuat pengembangan dan 
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pembangunan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu 
lahirlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 
16 Juli 2008, yang berisi mengenai : asas dan fugsi perbankan syariah; 
perizinan dan bentuk badan hukum serta anggaran dasar dan kepmilikan 
perbankan syaraih; jenis dan kegiatan usaha, kelayakan dalam 
penyaluran dana, serta larangan untuk perbankan syariah dan unit usaha 
syaraih; pengawasan; dan penyelesaian sengketa.
3
 
 Tanggal 19 Desember 2007 merupakan awal dari diakuisisinya 
Bank Jasa Arta oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No. 
10/67/KEP.GBI/DpG/2008 Bank Indonesia memberikan izinnya, oleh 
karena itu pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah Tbk 
beroperasi secara resmi dan mengubah kegiatan usahanya dengan 
menggunakan prinsip syariah Islam, dari yang sebelumnya sempat 
mengoperasikan kegiatan usahanya secara konvensional..
4
 
 BRI Syariah merupakan salah satu bagian dari bank syariah yang 
juga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, yang nantinya 
akan disalurkan lagi ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk 
pembiayaan. KPR BRI Syariah iB menjadi salah satu produk 
pembiayaan yang ditawarkan. 
 KPR BRISyariah iB ialah produk pembiayaan untuk pembelian 
rumah baik itu baru maupun bekas. Bisa juga untuk pembelian tanah 
atau kavling, serta untuk renovasi rumah yang sudah jadi maupun KPR 
bangun. Jadi semua produk KPR itu berhubungan dengan tempat tinggal 
ataupun yang sudah jadi dan siap huni. Dimana pembiayaan 
menggunakan prinsip jual beli murabahah yang diansur setiap bulan 
dengan jumlah angsuran yang telah disepakati diawal.  
 Memiliki rumah merupakan dambaan bagi setiap orang. 
Kebutuhan akan papan tersebut juga menjadi salah satu kebutuhan yang 
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 Modul BRISyariah  
harus dipenuhi. Dari dalam rumah inilah sebuah keluarga dapat 
berkumpul, berteduh, dan berlindung. Namun seiring berjalannya waktu, 
akibat bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, menjadikan 
semakin sempitnya lahan untuk membangun tempat tinggal. Hal ini 
yang memacu harga rumah semakin mahal, ditambah dengan masalah 
penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia yang masih di kisaran UMR 
(Upah Minimum Regional) menyebabkan masyarakat sedikit kesulitan 
untuk membeli rumah secara tunai.  
 Kebutuhan untuk pembiayaan kepemilikan rumah yang ringan 
bagi masyarakat tentu saja dapat menjadi data tarik masyarakat 
sekaligus menjadi peluang yang baik untuk bank sebagai pihak yang 
menyediakan dana. Dana yang sudah dihimpun dari para investor 
nantinya akan disalurkan kepada masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhannya melalui bank sebagai perantaranya. Maka dari itu BRI 
Syariah menjadikan hal tersebut sebagai peluang bisnis dengan 
menyediakan salah satu produk pembiayaan konsumtif berpa KPR 
BRISyariah iB.  
 Pada KPR Syariah biasanya menggunakan akad dengan nilai 
yang pasti seperti jual beli maupun sewa menyewa, yaitu skema akad 
dimana jumlah nilai atau nominal yang sudah disepakati diawal akan 
tetap sama sampai akhir waktu pembiayaan. Berbeda dengan di bank 
konvensional, karena nasabah akan kesulitan untuk memastikan jumlah 
nominal angsuran yang dibayarkan sampai akhir waktu pelunasannya.
5
 
  Kelebihan dari KPR Syariah jika dibandingkan dengan KPR 
Konvensional  yaitu masyarakat akan merasa lebih aman dan tenang  
karena terdapat skema transaksi jual beli dengan harga yang pasti dan 
biaya administrasi yang dikenakan juga bisa dipastikan nominalnya. 
 Produk pembiayaan KPR BRISyariah iB menggunakan prinsip 
jual beli (Murabahah). Murabahah sendiri adalah perjanjian jual beli 
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yang dilakukan bank dan nasabah. Dimana bank akan membeli 
kebutuhan nasabah lebih dulu yang nantinya akan dijual menggunakan 
harga pokok ditambah keuntungan yang jumlahnya diberitahukan dan 
disepakati oleh kedua pihak. Dengan pembayaran secara angsur selama 
waktu jatuh tempo yang sudah ditentukn.
6
 Sedangkan pada BRISyariah, 
penjelasan akad murabahah yaitu dengan perjanjian jual beli yang 
sebelumnya diberitahukan lebih dulu kepada nasabah harga perolehan 




 Dengan meningkatnya jumlah nasabah yang berminat untuk 
mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Syariah, dan untuk 
membantu memberikan penjelasan tentang alur pengajuan pembiayaan, 
penulis akan melakukan analisis lebih lanjut dalam tugas akhir yang 
berjudul "Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB 
Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Kudus"  
 
B. Rumusan Masalah 
 Dari  pemaparan di atas dan untuk pembahasan yang lebih 
terarah serta tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi dengan hanya 
membahas mekanisme pembiayaan kepemilikan rumah dengan prinsip 
murabahah yang ada di BRI Syariah KCP Kudus.  
Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana mekanisme pembiayaan kepemilikan rumah dengan 
prinsip murabahah pada BRI Syariah KCP Kudus?  
2. Bagaimana analisis terhadap proses pembiayaan kepemilikan 
rumah berdasarkan prinsip murabahah pada BRI Syariah KCP 
Kudus 
 
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 
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 Modul BRISyariah  
1. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana mekanisme pembiayaan kepemilikan rumah dengan 
prinsip murabahah pada BRI Syariah KCP Kudus  
2. Manfaat Penelitian 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berharap bisa 
member manfaat untuk pihak-pihak terkait diantaranya: 
a. BRI Syariah KCP Kudus  
 Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberi 
masukan ataupun tambahan untuk perkembangan BRI Syariah 
KCP Kudus kedepannya menjadi lebih baik dan selalu 
menyesuaikan dengan prinsip syariah. 
b. Bagi Penulis 
 Diharapkan penulis memperoleh tambahan ilmu 
pengetahuan yang mungkin selama ini masih didapat secara 
teori. Dan penulis berharap untuk bisa menerapkan praktik 
murabahah yang sebenarnya di Lembaga Keuangan Syariah.  
c. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan 
 Diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi informasi 
tambahan serta masukan untuk para pembaca yang berminat 
mengenai tema yang dibahas. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
 Sebagai bantuan untuk menelaah  lebih mendetail mengenai 
permasalahan sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah 
dipaparkan, maka penulis mencoba untuk melakukan kajian dari karya-
karya sebelumnyamaupun dari pustaka yang berhubungan dengan tema 
yang penulis ambil. Beberapa rujukan yang dipilih yaitu : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Eki Wulandari 2016, dalam Tugas 
Akhir dengan judul ANALISIS TERHADAP PEMBIAYAAN KPR 




SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU PATI DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Menggunakan metode penelitian 
kualitatif, berdasarkan penelitian tersebut maka diperoleh 
kesimpulan bahwa di BRI Syariah KCP Pati akad Murabahah 
diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang 
seperti pengadaan kendaraan bermotor dan pembiayaan kepemilikan 
rumah.  
2. Buku dengan judul "INI LHO KPR SYARIAH!" karya Ahmad 
Ifham. Buku terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama tersebut 
memaparkan tentang transaksi KPR yang sesuai syariah dalam 
rangka melakukan kesesuaian akad, prosedur KPR Syariah, sampai 
dengan membedah akad-akad KPR Syariah pasal demi pasal. Dari 
pembahasan yang ada pada buku ini juga relafan dengan tema yang 
penulis ambil. 
 Berdasarkan beberapa referensi yang telah dipaparkan, maka 
perbedaan dari Tugas Akhir yang penulis buat dengan penelitian-
penelitian yang sudah ada sebelumnya terletak pada fokus pembahasan 
atau tema yang diambil yaitu di penelitian sebelumnya membahas 
analisis pada pembiayaan kepemilikan rumah, sedangkan milik penulis 
lebih spesifik membahas mengenai mekanisme pembiayaan kepemilikan 
rumah itu sendir dan juga analisisnya. 
 
E. Metodologi Penelitian 
 Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam Tugas 
Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Objek Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan pada BRI Syariah KCP Kudus Ruko 
Kereta Api Indonesia (KAI) Blok B 3-4 Jl. Ahmad Yani No. 125 
Kudus 59343. Telp : (0291) 439 474. Fax : (0291) 439 475. 
2. Jenis Penelitian 
 Sebagai upaya untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, 
penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat dan 
mendapatkan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan di 
lapangan.  
3. Sumber Data 
 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi : 
a. Data Primer 
 Data Primer atau yang biasa disebut data asli merupakan 
data yang secara langsung didapatkan dari objek penelitian 
sebagai sumber informasi yang dicari.
8
 Sumber data primer 
dalam penelitian ini buku pedoman atau modul BRI Syariah, dan 
hasil wawancara dengan Account Officer (AO) di BRI Syariah 
KCP Kudus.  
b. Data Sekunder 
 Data sekunder merupakan data yang berguna sebagai data 
pendukung dari data primer, dimana data tersebut bisa diperoleh 
dari luar objek penelitian.
9
 Data sekunder yaitu data yang dapat 
mendukung dan melengkapi serta member informasi yang 
berkaitan dengan objek penelitian, baik dari buku, karya tulis, 
maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan objek yang 
diteliti.  
4. Metode Pengumpulan Data 
 Karena penelitian tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian 
lapangan (field Research), maka pengumpulan datanya bisa 
menggunakan beberapa metode melalui : 
1. Observasi 
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 Metode observasi adalah metode mengumpulkan data 
dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap 
kejadian-kejadian yang diamati. Metode ini dilakukan dengan 
mengumpulkan data-data dari pengamatan secara langsung 
selama kegiatan magang di BRISyariah KCP Kudus. 
2. Wawancara / Interview 
 Metode wawancara atau interview adalah suatu kegiatan 
yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 





 Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan 
menyelidiki benda-benda tertulis, seperti : buku-buku, brosur, 
dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan 
harian.
11
 Metode ini berguna untuk memperkuat data yang sudah 
didapat, lalu mengumpulkan data terkait dengan kegiatan pada 
saat di BRI Syariah KCP Kudus. 
5. Teknik Analisis Data 
 Analisis data adalah upaya untuk memilah data-data yang 
didapat untuk nantinya dikelola, mencari dan menemukan mana 
yang penting serta dapat dipelajari sebagai sebuah penelitian. 
 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu 
dengan mendeskripsikan  makna ataupun fenomena yang didapat 
oleh peneliti dengan menyertakan bukti-buktinya. Peneliti 
menganalisisnya dengan memaparkan dan member penjelasan 
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 Teknik ini digunakan untuk memaparkan dan member penjelasan 
dari data-data yang peneliti kumpukan melalui observasi, 
wawancara, ataupun dokumentasi selama melakukan penelitian di 
BRISyariah KCP Kudus.  
 
F. Sistematika Penulisan 
 Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dari 
penyusunan tugas akhir ini. Maka penulis menyajikan sistematika 
penulisan yang terdiri dari beberapa bab dimana pada setiap bab terdiri 
dari sub-sub bab antara lain : 
BAB I  :  Pendahuluan  
 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi 
penelitian, dan sistematika penulisan Tugas Akhir.  
BAB II :  Landasan Teori 
 Bab ini membahas tentang pengertian KPR BRISyariah iB, 
tujuan, manfaat, fitur-fitur yang ditawarkan, jangka waktu, syarat dan 
ketentuan, jaminan, pengertian akad murabahah, landasan hukum, rukun 
dan syarat, serta aspek-aspek dalam murabahah. 
BAB III :  Gambaran Umum Objek Penelitian 
 Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya BRISyariah, visi dan 
misi, struktur organisasi dan tugasnya, serta produk-produk pada 
BRISyariah KCP Kudus  
BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 Bab ini membahas inti dari permasalahan yang akan dibahas oleh 
penulis tentang mekanisme pembiayaan kepemilikan rumah dengan 
prinsip murabahah pada BRI Syariah KCP Kudus 
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BAB V :  Penutup 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan, yang diperoleh dari hasil 
pembahasan bab sebelumnya serta saran yang diharapkan bisa member 
manfaat bagi pembaca, masyarakat, dan pihak yang berkaitan khususnya 






A. Mekanisme Pembiayaan 
1. Pengertian Mekanisme Pembiayaan 
 Mekanisme pembiayaan merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan oleh bank syariah dngan melakukan proses analisis 
terhadap pengajuan permohonan dari calon nasabah yang ingin 
melakukan pembiayaan. Dengan adanya proses analisis tersebut, 
nantinya bank syariah akan merasa lebih yakin untuk memberikan 
pembiayaan. 
 Proses pembiayaan yang sehat dalam perbankan ialah 
pembiayaan yang berpedoman pada investasi yang baik dan halal 
serta dapat menghasilkan sebuah pengembalian atas jasa yang telah 
bank berikan, juga atas kinerja nyata dari bank syariah itu sendiri. 
Hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dari perbankan 
syariah. 
 Aspek syariah dan juga aspek ekonomi juga harus dipenuhi 
dalam pelaksanaan pembiayaan pada Bank Syariah. Dengan 
menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam pada setiap pelaksanaan 
kegiatannya, serta tetap memperhitungkan keuntungan bagi bank 
dan nasabahnya, itu sudah memenuhi aspek syaraih dan aspek 
ekonomi pada perbankan syariah.  
 Dalam proses pembiayaan pada bank syariah, terdapat tahapan-
tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, seperti : 
a. Permohonan Pembiayaan 
 Tahap awal dari proses pembiayaan yaitu dengan 
melakukan pengajuan atau permohonan pembiayaan yang bisa 




menemui AO sebagai pihak yang berkecimbung di bidangnya. 
Seorang nasabah yang memang sedang membutuhkan dana 
akan berinisiatif melakukan hal tersebut. Namun bisa juga 
tahap awal dari pembiayaan dilakukan oleh AO dengan 
mendatangi nasabahnya untuk diberi tawaran pembiayaan. 
 Setiap pengajuan pembiayaan pasti akan melewati tahap 
penilaian atau pertimbangan, untuk nantinya bank dapat 
memutuskan untuk menerima atau menolak pengajuan 
pembiayaan tersebut. Apabila pengajuan nasabah dinilai belum 
layak untuk diterima, maka pihak bank harus member 
penolakan. Namun bila pengajuan disetujui, maka harus 
ditindaklanjuti untuk memproses pembiayaan tersebut dengan 
pengumpulan data dan berkas-berkas persyaratan serta 
investigasi. 
b. Pengumpulan Data dan Investigasi 
 Data yang digunakan untuk persyaratan pembiayaan 
ditentukan bedasarkan pada tujuan dan kebutuhan dari 
pembiayaan yang diambil oleh nasabah. Jika yang diambil 
pembiayaan konsumtif, maka data yang dibutuhkan berupa 
data penghasilan tetap calon nasabah, karena data tersebut 
untuk menilai atau memastikan kemampuan calon nasabah 
dalam membayar pembiayaannya. Sedangkan jika yang 
diambil pembiayaan produktif, maka data yang dibutuhkan 
berupa data usaha yang dapat memastikan kemampuan calon 
nasbah untuk melunasi pembiayaannya. 
 Untuk memastikan kebenaran atau keaslian dari data 
yang dikumpulkan, investigasi dapat dilakukan oleh pihak 
bank yaitu dengan melakukan survey atau mendatangi 
langsung lingkungan tempat tinggal nasabah dan melakukan 
wawancara untuk lebih meyakini data dari nasabah, baik 
terhadap nasabah ataupun dengan pihak lain yang berkaitan 
dengan caln nasabah. 
c. Analisa Pembiayaan 
 Setelah dilakukan investigasi, untuk benar-benar 
meyakini kemampuan nasabah maka pihak bank dapat  
melakukan analisis terhadap data-data yang diberikan juga 
melakukan penilaian agar dapat memastikan pembiayaan yang 
akan diberikan bank bisa diselesaikan. 
d. Persetujuan Pembiayaan 
 Persetujuan pembiayaan dilakukan setelah melakukan 
analisa terhadap data-data yang diberikan oleh calon nasabah. 
Setelah bank memastikan data-datanya maka persetujuan 
pembiayaan dapat diberikan dengan berdasarkan pada 
kebijakan bank atau Komite Pembiayaan 
e. Pengumpulan Data Tambahan 
 Dalam tahapan ini, pengumpulan data tambahan 
merupakan satu hal yang penting untuk memenuhi persyaratan 
dari Komite Pembiayaan sebagai kelanjutan untuk proses 
pencairan dana nantinya. 
f. Pengikatan 
 Sebelum ke tahap pencairan, perlu adanya proses 
pengikatan antara bank dan nasabah. Proses pengiktannya 
berupa pengiktan pembiayaan dan pengiktan pada jaminan 
yang digunakan. Secara garis besar, ada dua jenis pengikatan 
yakni : 
1) Pengikatan di bawah tangan 
 Pengikatan di bawah tangan merupakan proses 
penandatanganan perjanjian yang dilakukan antara bank 
syariah dan nasabah. 




 Pengikatan notariel merupakan proses 
penandatanganan perjanjian yang juga disaksikan oleh 
notaries 
g. Pencairan 
 Setelah proses pengikatan, tahap pencairan pembiayaan 
dapat dilakukan. Namun sebelumnya perlu dilakukan 
pemeriksaan lagi semua persyaratan yang harus dipenuhi 
sesuai ketentuan dari Komite Pembiayaan pada proposal 
pembiayaan. Setelah dipastikan semua kelengkpannya, maka 
proses pencairan pembiayaan bisa dilaksanakan. 
h. Monitoring 
 Monitoring merupakan proses pemantauan sebagai tahap 
akhir setelah terpenuhinya tahapan-tahapan lain dari proses 
pembiayaan. Pada tahapan ini risiko untuk bank baru saja 
dimulai. Dimana akan muncul kemungkinan-kemungkinan 
masalah yang tidak diinginkan dari calon nsabah dalam 
menyelesaikan pembiayaannya. Oleh karena itu, monitoring 
dilakukan untuk benar-benar memastikan bahwa nasabahnya 
tidak mengalami kesulitan. Jika nantinya terdapat 
kemungkinan bermasalah, maka pihak bank harus melakukan 
tindakan dengan mendatangi langsung nasabahnya dan mencari 
solusi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. 
 
2. Tujuan Pembiayaan 
 Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang terkait dengan 
pembiayaan, yaitu : 
a. Profitability, merupakan tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan sebagai hasil dari kerjasama yang dilakukan bank 
dengan nasabah. 
b. Safety, merupakan keamanan atas terjaminnya pembiayaan 
yang diberikan sehingga fungsi dari profitability dapat tercapai 
dengan baik tanpa adanya gangguan atau hambatan yang 
terjadi. 
 Sedangkan menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin dalam 
buku Islamic Banking, tujuan dari pembiayaan terbagi atas dua 
kelompok meliputi tujuan pembiayaan pada tingkat makro dan 
tujuan pembiayaan pada tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan 
bertujuan untuk : 
a. Peningatan ekonomi, dengan adanya pembiayaan maka 
terbukanya peluang bagi masyarakat yang memang 
membutuhkan dana akan terbantu ekonominya, dan dengan 
hal tersebut masyarakat pun bergerak untuk meningkatkan 
keadaan ekonominya. 
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, dengan adanya 
pembiayaan maka para pengusaha yang membutuhkan dana 
dapat melakukan pengembangan atas usahanaya. 
c. Meningkatkan produktivitas, dengan adanya pembiayaan 
maka para pengusaha akan dimudahkan untuk melakukan 
peningkatan atas daya dan bahan-bahan produksinya. 
d. Membuka lapangan kerja baru, dengan adanya pembiayaan 
maka para pengusaha dapat menambah dana usahanya dan 
membuka peluang untuk tersedianya lapangan kerja yang 
baru. 
e. Terjadi distribusi pendapatan, dengan adanya pembiayaan 
maka para pengusaha akan prduktif dalam melakukan 
aktivitas kerjanya sehingga pendapatan akan diperoleh dari 
hasil usaha yang dijalankan. 
 Adapun secara mikro, pembiayaan dapat diberikan dengan tujuan 
untuk : 
a. Upaya mengoptimalkan laba, dengan adanya pembiayaan 




dananya, sehingga dari usaha yang mereka jalankan dapat 
memaksimalkan keuntungannya. 
b. Upaya meminimalkan resiko, dengan adanya pembiayaan, 
para pelaku usaha akan sedikit mengurangi resiko yang akan 
terjadi seperti kekurangan modal usaha, maka dari itu dengan 
pembiayaan mereka akan tetap bisa memaksimalkan 
keuntungan atas usahanya. 
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, karena perlu adanya 
penyeimbangan antara sumber daya alam, sumber daya 
manusia, serta sumber daya modal, maka adanya pembiayaan 
diperlukan untuk mengimbangi jika hanya ada sumber daya 
alam dan manusianya saja. 
d. Penyaluran kelebihan dana, artinya apabila terdapat suatu 
pihak yang memiliki kelebihan dana, mereka dapat 
menyalurkan dana tersebut ke pihak bank dengan produk 
pembiayaan, yang nantinya dapat disalurkan lagi kepada 
pihak yang membutuhkan dana. 
 Dari penjelasan di atas tujuan dalam pembiayaan terbagi menjadi 
dua yaitu yang pertama, secara makro yang terdiri dari peningkatan 
ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, 
meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan 
terjadi distribusi pendapatan, lalu yang kedua secara makro yang 
terdiri dari upaya mengoptimalkan laba, upaya meminimalkan 
resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan 
dana. 
 
3. Jenis-jenis Pembiayaan 
 Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi 
dua hal sebagai berikut : 
a. Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang 
digunakan untuk membantu aktivitas produktif maupun 
membantu mengatasi kebutuhan produktif seperti investasi, 
perdagangan, serta peningkatan usaha-usaha produktif. 
b. Pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang 
digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan segala kebutuhannya sehari-hari. 
 Sedangkan pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi dua 
yaitu : 
a. Pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan yang 
diberikan dengan tujuan sebgai modal atas pengembangan 
ataupun pembangunan usaha. 
b. Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan yang 
diberikan dengan tujuan untuk investasi atau bisa juga untuk 
pengadaan barang konsumtif. 
 
4. Analisa Pembiayaan 
 Analisa pada pembiayaan merupakan hal sangat penting penting 
dilakukan sbelum adanya keputusan untuk persetujuan atau 
penolakan untuk suatu pembiayaan. Proses analisis dilakukan untuk 
menghindari atau mencegah dari adanya kemungkinan resiko yang 
akan terjadi pada pembiayaan seperti resiko macet. Analisis tersebut 
dilakukan bank syariah dengan cara melakukan penilaian atas 
perrmohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. 
Sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh 
calon nasabah, terdapat beberapa prinsip yang digunakan bank 
syariah sebagai bahan dasar penilaian, yang sering disebut dengan 
prinsip 5C antara lain yaitu : 
a. Character 
 Karakter adalah watak dari nasabah yang perlu dianalisis 
oleh AO diawal pengajuan pembiayaan, apakah layak untuk 




nasabah dapat dinilai baik maka dapat menjadi pertimbangan 
untuk nantinya proses pembiayaan dilanjutkan. 
b. Capital 
 Kapital merupakan modal yang dimiliki nasabah yang 
perlu dianalisa untuk mengetahui kecukupan dana dari 
nasabah dalam usaha yang dijalankannya. Sehingga pihak 
bank dapat memperhitungkan kelanjutan pembiayaan dari 
nasabah. 
c. Capacity 
 Kapasitas adalah kemampuan nasabah untuk membayar, 
yang perlu dianalisis oleh AO berapa kira-kira kemampuan 
bayar yang dimiliki nasabah untuk angsuran perbulannya 
nanti. Jika kemampuan nasbah ada, dan ia mampu bisa 
dipastikan untuk nantinya ia akan melakukan kewajiban 
membayarnya. 
d. Condition of Economy 
 Merupakan kondisi ataupun situasi dilingkungan calon 
nasabah yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian dan 
usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Menilai dari 
kondisi yang terlihat dapat menjadi salah satu factor dalam 
memutuskan disetujui atau tidaknya pembiayaan yang 
diajukan. 
e. Collateral 
 Yaitu barang jaminan atau sebagai agunan yang dapat 
ditentukan apakah nilainya bisa mengcover jumlah plafon 
pembiayaan yang diajukan atau tidak. Jika nilainya bisa 
mengcover palfon, maka pihak bank dapat meyakini 
pengajuan pembiayan nasabah. 
 Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa untuk mengetahui 
kelayakan nasabah yang dilakukan berlangsung sederhana dan tetap 
mengacu pada prinsip 5C dalam analisis kelayakan pembiayaan. 
Sebelum terjadinya pemberian permbiayaan terhadap calon nasabah, 
pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan nasbah. 
Tujuannya adalah untuk menghindari pembiayaan yang telah 
dibiayai nantinya tidak layak. 
 
B. Pembiayaan Perbankan Syariah 
1. KPR BRISyariah iB 
 KPR BRI Syariah iB ialah pembiayaan untuk kepemilikan rumah 
baik itu ruamah baru ataupun bekas, bisa juga pembiayaan untuk 
tanah atau kavling, dan semua yang berhubungan dengan tempat 
tinggal atau hunian. Dimana prinsip yang digunakan adalah dengan 
prinsip jual beli murabahah, yang pembayarannya secara angsur 
setiap bulannya, dengan ketentuan jumlah angsuran ditetapkan 
dimuka sesuai kesepakatan bersama. 
 
2. Tujuan KPR BRISyariah 
 Tujuan dari KPR BRISyariah iB adalah sebagai berikut :
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a. Pembelian properti, terdiri dari pembelian: 
1. Rumah ready stock dan proses pembangunan oleh developer 
(indent)  
2. Rumah bekas / second 
3. Rumah Toko (Ruko) dengan syarat tertentu 
4. Rumah Kantor (Rukan) dengan syarat tertentu 
5. Apartemen strata title dengan syarat tertentu 
6. Tanah dengan luas tertentu (2500m2) dan status tanah milik 
developer atau non developer 
b. Pembangunan / Renovasi Rumah 
1) Pembangunan rumah di atas lahan yang sudah dimiliki 
2) Renovasi memperbaiki rumah yang sudah dimiliki 
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c. Take Over / Pengalihan Pembiayaan KPR 
Take over dari Lembaga Keuangan Konvensional 
 
3. Manfaat KPR BRISyariah 
 Manfaat dari KPR BRISyariah iB adalah sebagai berikut :
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a. Skim pembiayaan dengan akad jual beli  (Murabahah) dengan 
menetapkan harga penjualan dan keuntungan (margin) yang telah 
disepakati antara pihak bank dengan nasabah. 
b. Uang muka ringan, minimum 10% 
c. Jangka waktu maksimal 15 tahun 
d. Nilai angsuran tidak berubah dari awal sampai akhir angsuran 
e. Bebas pinalti sebelum jatuh tempo 
 
4. Fitur KPR BRISyariah 
 Fitur dari KPR BRISyariah iB antara lain :
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a. Plafon Pembiayaan 
1) Minimal Rp 25.000.000,- 
2) Maksimal Rp 3.500.000.000,- 
b. Bank Finance (Pembiayaan Bank)  
1) Pembelian Rumah 
a) Baru, maksimum 90% dari penawaran developer atau 
nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank atau 
Harga Jual Rumah, mana yang lebih rendah 
b) Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar (ditetapkan 
penilai jaminan Bank)  
2) Pembangunan Rumah 
a) Maksimum 80% dari Rencana Anggaran Biaya 
b) Penarikan secara bertahap sesuai progres, maksimal 
selama 6 bulan 







3) Renovasi Rumah 
1) Maksimum 100% dari Rencana Anggaran Biaya selama 
tidak lebih besar dari nilai tanah yang dijaminkan 
2) Penarikan secara bertahap berdasarkan progres, maksimal 
selama 6 bulan 
4) Take Over Pembiayaan Rumah 
 100% dari Outstanding pembiayaan Bank Konvensional / 
Bank Syariah dan/atau 80% dari nilai pasar yang ditetapkan 
penilai jaminan Bank (mana yang rendah)  
5) Pembiayaan Tanah 
a) Maksimum 70% dari harga penawaran pengembang 
(developer) atau nilai pasar yang ditetapkan penilai 
jaminan Bank dengan pembatasan bahwa untuk tanah 
real estate, harus dengan developer yang sudah bekerja 
sama dengan Bank 
b) Maksimum 50% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai 
jaminan Bank untuk yang diluar perumahan / real estate 
6) Pembiayaan Apartemen 
a) Maksimum 70% dari harga penawaran pengembang 
(developer) yang sudah dikerjasamakan dengan Bank 
b) Maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilai 
jaminan Bank 
7) Pembelian Ruko / Rukan 
a) Maksimum 70% dari harga penawaran pengembang 
(developer) yang sudah dikerjasamakan dengan Bank 
b) Maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilai 
jaminan Bank 
 








a. Minimum 12 bulan 
b. Maksimum 15 tahun untuk KPR iB yang bertujuan untuk: 
1) Pembelian rumah baik baik dalam kondisi baru (rumah jadi 
atau indent) dan rumah bekas pakai (second)  
2) Pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah baru 
c. Maksimum 10 tahun untuk: 
1) Pembelian apartemen 
2) Pembelian rumah toko atau rumah kantor 
3) Pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah 
4) Take over pembiayaan rumah 
d. Maksimum 5 tahun untuk: 
Khusus pada pembiayaan tanah kosong sebagai persiapan untuk 
pembangunan rumah 
 
6. Syarat dan Ketentuan KPR BRISyariah 




a. Persyaratan Umum Nasabah 
1) Warna Negara Indonesia 
2) Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun 
3) Wiraswasta dengan pengalaman usaha minimal 3 tahun 
4) Profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun 
5) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 
tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 
tahun untuk wiraswasta dan profesional 
6) Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah 







7) Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi 
Jiwa 
8) Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada 
Bank BRI Syariah 
b. Persyaratan Dokumen Nasabah 
1) Karyawan dengan penghasilan tetap 
a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 
b. Kartu Keluarga atau Surat Nikah 
c. Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji 
d. Rekening Koran/Tabungan 3 bulan terakhir 
e. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp 50 juta 
2) Wiraswasta 
a. Kartu Tanda PePengen (KTP) 
b. Kartu Keluarga atau Surat Nikah 
c. Rekening Koran/Tabungan 3 bukan terakhir 
d. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir 
e. Legalitas Usaha (Akte pendirian berikut perubahan 
terakhir, TDP, SIUP, NPWP) 
f. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp 50 juta 
3) Profesional 
a) Kartu Tanda Pengenal (KTP) 
b) Kartu Keluarga atau Surat Nikah 
c) Rekening Koran/Tabungan 3 tahun terakhir 
d) Izin praktek yang masih berlaku 
e) NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp 50 juta 
c. Persyaratan Jaminan 
1) Sertifikat Tanah (SHGB dan SHM) 
2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
3) PBB terakhir 
 




 Jaminan untuk KPR BRISyariah iB adalah serbagai berikut:
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a. Jaminan utama yang dapat diterima oleh Bank adalah bangunan 
yang dibeli atau dibangun atau direnovasi atau ditake over 
b. Sertifikat yang dapat diterima adalah atas nama dan/atau nama 
pasangan kawinnya (tidak diperbolehkan atas nama teman hidup) 
c. Jaminan atas nama pihak ke 3 yang dapat diterima adalah atas 
nama keluarga inti (orang tua atau anak) dan pihak ke 3 tersebut 
memberikan persetujuan APHT 
d. Persyaratan Umum Jaminan 
1) Dokumen agunan absah dan lengkap 
2) Dapat diikat sempurna dengan hukum yang berlaku 
3) Mudah diperjual belikan 
4) Dapat diasuransikan 
5) Tidak menjadi agunan pada Bank lain 
6) Tidak dalam sengketa 
e. Jaminan dapat berlaku cross collateral, sepanjang memenuhi 
ketentuan collateral coverage 
f. Nilai Appraisal Bank adalah nilai pasar wajar 
g. Tanah yang dapat diterima sebagai jaminan adalah tanah dengan 
sertifikat Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bangunan (HGB)  
h. Untuk tanah dengan SHGB berlaku syarat sertifikat yang 
dijaminkan belum jatuh tempo pembiayaan 
i. Nilai Hal Tanggungan adalah 125% dari plafon atau maksimum 
sebesar market value jaminan 
j. Untuk pembiayaan dengan jaminan dana sendiri (cash collateral) 
minimal collateral 117% dan diperkenankan untuk tidak 
dilakukan analisa kualitatif dan kuantitatif 
 
C. Akad Murabahah 




1. Pengertian Murabahah 
 Dalam fikih islam, murabahah merupakan bentuk dari jual beli 
dengan penjual menyatakan biaya perolehan atas barangnya seperti 
harga dari barang tersebut dan biaya lain yang dikeluarkan untuk 




 Murabahah akan menjadi transaksi yang sah sesuai dengan 
ketentuan syariat jika resiko yang terjadi adalah tanggung jawab dari 
pihak pemodal, sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. 
Dan akan lebih sah secara hukum dengan adanya dua perjanjian 
yang ditandatangani oleh pihak bank, yaitu perjanjian dengan pihak 
pemasok barang dan perjanjian dengan pihak nasabah. Lalu tidak sah 
jika hanya terdapat satu perjanjian antara pihak bank dengan pihak 
pemasok, dimana pihak bank hanya sebagai pembayar untuk 
mengatasnamakan pembeli atau nasabah.
20
 
 Akad Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dimana 
penjual menyatakan atau menyebutkan harga beli atas barang 
tersebut, dan pembeli membayarkan dengan harga lebih untuk 




 Pendapat lainnya menerangkan bahwa murabahah bersal dari 
kata “ribhu” yang berarti keuntungan ialah suatu transaksi jual beli, 
dimana bank sebagai penjual menyebutkan besar keuntungan yang 
didapat kepada nasabah sebagai pembeli. Harga jual ialah harga 
pembelian yang dilakukan bank dari pemasok yang ditambahkan 
dengan margin keuntungan. Dalam akad atau perjanjian jual beli, 
kedua pihak harus sepakat untuk nilai harga jual dan juga jangka 
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waktu untuk pembayarannya, dimana harga jualnya tercantum dalam 
perjanjian dan tidak dapat diubah sampai akhir perjanjian selesai. 
Dengan pembayaran diangsur setiap bulannya, lalu setelah proses 





2. Landasan Hukum 
 Dasar hukum Islam dari jual beli berdasarkan prinsip murabahah 
ini, dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis yaitu : 
a. Q.S. Al-Baqarah (2) : 275 
 
Artinya : 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
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(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal didalamnya.” 
b. Q.S. An-Nisa (4): 29 
 
Artinya : 
"Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu." 
c. Hadis Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah 
 
"Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 




 Selain AL-Quran dan hadis, terdapat juga Fatwa DSN MUI 
tentang murabahah yaitu Fatwa DSN MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Murabahah yang telah menjamin keabsahan dan 
diperbolehkannya transaksi murabahah, termasuk dalam hal ini 
pembiayaan KPR BRISyariah iB yang menggunakan akad 
murabahah. 
 
3. Rukun dan Syarat Murabahah 
                                                          
 
23
 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, Bandung: PT. 




 Dalam transaksi murabahah yang termasuk transaksi jual beli, 
harus memenuhi rukun dan syarat jual beli antara lain : 
a. Rukun Murabahah 
1) Penjual, adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan 
diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka 
penjualnya adalah bank sya2riah.  
2) Pembeli, merupakan pihak yang ingin memperoleh barang 
yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu 
kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah 
nasabah. 
3) Objek Jual Beli, merupakan barang yang akan digunakan 
sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada 
fisiknya. 
4) Harga, setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan 
jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli. 
5) Ijab Qabul, merupakan kesepakatan penyerahan barang dan 
penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus 
disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani 
oleh penjual dan pembeli. 
b. Syarat Murabahah 
1) Pihak yang berakad 
Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki 
kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya 
sudah cakap hukum.  
2) Objek Jual Beli 
Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk 
mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, 
dan masih akan diadakan maka barang tersebut harus sesuai 
dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas dan 
kuantitasnya).  
3) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang 
dibuktikan dengan bukti kepemilikan. 
4) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud. 
5) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. 
c. Harga 
1) Harga jual yang ditawarkan oleh Bank merupakan harga beli 
ditambah dengan margin keuntungan.  
2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.  
3) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati 




4. Jenis-Jenis Murabahah 
 Berdasarkan prinsipnya secara umum  murabahah merupakan 
proses jual beli dengan didapatkannya keuntungan dari barang yang 
sesuai syarat dan ketentuan pada jual beli murabahah. Pada 
pelaksanaannya Bank BRI Syariah yang menerapkan pembiayaan 
murabahah terdapat 3 jenis menurut kegunaannya, diantaranya: 
a. Murabahah Modal Kerja (MMK), merupakan pembiayaan 
yang berguna untuk membeli barang-barang sebagai modal kerja. 
Modal kerja sendiri merupakan salah satu pembiayaan yang 
diperlukan suatu perusahaan untuk kegiatan hariannya. 
Peneraoan murabahah pada modal kerja memerlukan kehati-
hatian, khususnya apabila barang yang akan diperjualbelikan 
terdiri dari bermacam jenis, jadi dikhawatirkan dapat mengalami 
kesusahan apalagi saat ditentukannya harga pokok dari setiap 
barang. 
b. Murabahah Investasi (MI), merupakan pembiayaan dengan 
selang waktu menengah atau panjang yang bertujuan untuk 
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membeli barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, 
perluasan, atau pembuatan proyek baru. 
c. Murabahah Konsumsi (MK), merupakan pembiayaan tiap 
orangan dengan tujuan nonbisnis, seperti pembiayaan 
kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor. Pembiayaan 
konsumsi biasanya berguna untuk membiayai pembelian barang 
konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang 
digunakan biasanya berwujud obyek yang dibiayai, seperti 




5. Aspek-Aspek dalam Murabahah 
 Aspek-aspek dalam Murabahah berdasarkan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 
2000 tentang Murabahah adalah sebagai berikut: 
a. Jaminan pada Murabahah 
 Adanya jaminan pada murabahah diperkenankan karena 
hal tersebut dapat memastikan keseriusan nasabah dengan 
pesanannya. Bank boleh meminta kepada nasabah untuk 
memberikan jaminan yang dimiliki.  
b. Utang pada murabahah 
1) Berdasarkan prinsip dari pelunasan utang dari nasabah dalam 
transaksi murabahah, tidak berhubungan dengan transaksi 
lainnya yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga 
dati barang yang dibelinya. Bila nasabah menjual barangnya, 
entah itu mendapat untung ataupun rugi, maka nasabah tetap 
wajib untuk melunasi utangnya. 
2) Apabila nasabah melakukan penjualan atas barang tersebut 
sebelum waktu angsuran selesai, ia tidak diwajibkan untuk 
segera menyelesaikan seluruh angsurannya. 




(Diakses pada tanggal 17 April 2020 pukul 09.10 WIB)  
3) Apabila penjualan barang tersebut mengalami kerugian, 
maka nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai 
yang disepakati diawal, ia tidak diperkenankan untuk 
menunggak pembayaran angsuran ataupun meminta 
dihitungkan kerugiannya. 
c. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah 
1. Bagi nasabah yang berkemampuan, tidak diperkenankan 
untuk menunda dalam menyelesaikan utangnya. 
2. Apabila nasabah tersebut dengan kesengajaan untuk 
menuggakkan pembayarannnya, maka dapat diselesaikan 
oleh Badan Arbitrasi Syariah setelah musyawarah yang 
dilakukan tidak sesuai dengan yang disepakati. 
d. Bangkrut pada Murabahah 
 Bila seorang nasabah sudah dinyatakan mengalami 
kesulitan dan ketidak berhasilan dalam menyelesaikan utangnya, 
maka bank harus memberikan kelonggaran waktu sampai 





 Ketentuan mengenai persyaratan kegiatan penyaluran dana 
dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah tersebut, diatur 
kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS 
tanggal 17 maret 2008, sebagai berikut:  
1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka 
membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah 
dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang 
2. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, 
kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya 
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3. Bank wajib menjelaskan kepada nasibnya mengenai karakteristik 
produk pembiayaan atas dasar akad murabahah, serta hak dan 
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 
Indonesia mengenai transparasi informasi produk bank dan 
penggunaan data pribadi nasabah 
4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas 
dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek 
personal berupa analisis atas karakter (character) dan atau aspek 
usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (capacity), 
keuangan (capital), dan atau prospek usaha (condition) 
5. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 
barang yang telah disepakati kualifikasinya 
6. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan 
barang yang dipesan nasabah 
7. Kesepakatan atas margin di tentukan hanya satu kali pada awal 
pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode 
pembiayaan  
8. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam benuk 
perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah, 
dan  
9. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada 
bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.  
 Selanjutnya dalam hal Bank Syariah meminta nasabah 
membayar uang muka, maka berlaku ketentuan pasal 9 ayat (2) 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan 
sebagai berikut:  
1. Dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang 
setelah membayar uang muka, maka biaya riil bank syariah harus 
dibayar dari uang muka tersebut dan bank syariah harus 
mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun, jika 
nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung 
oleh bank syariah, maka bank syariah dapat meminta lagi 
pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah  
2. Dalam hal uang muka, jika nasabah batal membeli barang, maka 
uang muka yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank 
syariah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 
syariah akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak 






GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 
 
A. Sejarah PT. Bank BRISyariah 
 Tanggal 19 Desember 2007 merupakan awal dari diakuisisinya 
Bank Jasa Arta oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No. 
10/67/KEP.GBI/DpG/2008 Bank Indonesia memberikan izinnya, oleh 
karena itu pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah Tbk 
beroperasi secara resmi dan mengubah kegiatan usahanya dengan 
menggunakan prinsip syariah Islam, dari yang sebelumnya sempat 
mengoperasikan kegiatan usahanya secara konvensional. 
 Memasuki lebih dari sembilan tahun berdirinya, PT. Bank BRI 
Syariah Tbk menghadirkan sebuah persembahan bank ritel modern yang 
terkemuka dengan sebuah layanan financial yang sesuai dengan 
kebutuhan para nasabahnya, dan dengan jangkauan yang memudahkan 
agar dapat memberi kehidupan lebih baik untuk para nasabahnya. 
Memberi pelayanan terbaik kepada nasabah serta memberi penawaran 
berbagai produk yang ada, sesuai kebutuhan nasabahnya dengan 
menggunakan prinsip syariah. 
 Di tengah industry perbankan nasional, hadirnya PT. Bank BRI 
Syariah Tbk lebih ditegaskan dengan adanya logo perusahaan yang 
bermakna pendar cahaya. Menggunakan kombinasi warna yang 
merupakan turunan dari warna putih dan warna biru sebagai benang 
merah dari brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dimana 
logo tersebut memberikan gambaran bahwa PT. Bank BRI Syariah Tbk 
yang merupakan bank ritel modern dapat memenuhi masyarakat yang 
memiliki keinginan serta tuntutan untuk mampu memberi layanan 
masyarakat di kehidupan yang modern ini. 
 Sejak ditandatanganinya Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,  pada tanggal 19 Desember 
2008 dengan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama dari PT. 
Bank BRI Syariah Tbk., menjadikan kegiatan dan aktivitas dari PT. 
Bank BRI Syariah Tbk., semakin kokh berdiri. 
 Berdasarkan assetnya, menjadikan PT. Bank BRI Syariah Tbk 
saat ini merupakan bank syariah ketiga yang tersebar. Baik dari sisi asset 
yang dimiliki maupun jumlah pembiayaannya serta pendapatan dari 
dana pihak ketiga membuat Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat. 
Juga dengan fokusnya untuk segmen menengah bawah, Bank BRI 
Syariah menargetkan untuk menjadi bank ritel modern yang terkemuka 
dengan bermacam-macam produk serta layanan perbankan yang 
diberikan dan ditawarkan. 
 Sesuai dengan visi yang dibuat,pada saat ini PT Bank BRI 
Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam 
mengembangkan bisnis yang berfokus pada kegiatan penghimpunan 
dana masyarakat serta kegiatan consumer berdasarkan prinsip Syariah.27 
 
Visi BRISyariah: 
Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 
sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 




1. Memahami dan mengerti beragam sifat  individu dan menyediakan 
beragam kebutuhan finansial dari nasabah 
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2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 
dan dimana pun 
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 
dan menghadirkan ketentraman pikiran
.28 
 
Nilai Utama dari BRISyariah : 
1. Berakhlakul Kharimah 
2. Akidah yang baik 
3. Ikhlas dan Istiqomah 
4. Silaturahmi 
5. Rajin menimba ilmu agama 
6. Amanah, juror, dan transparan 
7. Patuh pada peraturan 
8. Berloyalitas tinggi 
9. Menyatu pikiran, perkataan, dan perbuatan 
10. Komitmen yang kuat 
11. Berpedoman pada prinsip kehati-hatian 
12. Bekerja keras, efektif, efisien, dan juga cerdas 
13. Disiplin 
14. Inovatif 
15. Bertanggung jawab 
16. Komunikatif 
17. Ramah dan bersahabat 
18. Memberikan solusi bagi nasabah 
19. Cepat dan tepat 
20. Saling melengkapi 
21. Tolong menolong 
22. Aktif dalam mencapai tujuan utama 





B. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Kudus dan Uraian Tugas 
Struktur organisasi BRI Syariah Kudus antara lain :
29
 
1. Pemimpin Cabang Pembantu : Arif Irawan Widiyanto 
2. Branch Operation Supervisor : Ossy Ambarita Saputri 
3. Customer Service  : Aldiana Yovi Sandra Mahardika 
4. Teller    : Elok Sischa L  
5. Accounting Officer  : Adityo Fajar Santoso  
      Rifky Yoga Pratama 
6. Unit Head   : Budi Supono 
7. Accounting Officer Mikro : Trio Mutazis 
      Ali Rosyidi 
      Hendri Hermawan 
      Tantri Prihartiningsih 
8. Back Office / Kliring  : Ratna Murty Wulandari 
9. Penaksir Emas  : Arman Setiady 
10. Office Boy   : Eko Purnomo 
11. Security   : Susanto 
      Sriyono    
 
Berikut ini merupakan pembagian tugas dari masing-masing jabatan 
yang ada di BRI Syariah Kudus :
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1. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM) 
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya : 
Merencanakan serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang 
ada di kantor cabang seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan 
operasional untuk menjamin tercapainya target yang sudah 
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk Bank. 
2. Branch Operation Supervisor 
                                                          
 
29
 SKK KCP Kudus 2019 
 
30




Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya : 
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional bank 
untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara memberikan 
pelayanan yang terbaik sehingga transaksi dari nasabah dapat 
terselesaikan dengan baik pula. 
3. Customer Service  
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya : 
a. Memberikan pelayanan kepada para nasabah dalam 
memberikan informasi produk 
b. Membantu nasabah yang akan melakukan proses 
pembukaan rekening tabungan dan deposito 
c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur 
d. Memberikan informasi saldo simpanan nasabah 
e. Membuat surat keluar dan memo internal 
f. Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun 
bilyet deposito dan bertanggung jawab atas pengelolaannya 
g. Menyimpan berkas tabungan dan deposito 
h. Bertanggung jawab atas penomeran surat keluar, surat 
masuk, dan memo internal dan bertanggung jawab atas 
pengarsipannya 
i. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya 
kepada nasabah, terutama dalam menangani permasalahan 
transaksi nasabah 
4. Teller 
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya : 
a. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian jumlah kas yang 
ada di sistem dengan kas yang ada di terminalnya 
b. Menerima setoran dari nasabah baik tunai ataupun non 
tunai, kemudian memposting di sistem komputer bank 
c. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah baik tunai 
ataupun non tunai, kemudian memposting di sistem 
komputer bank  
5. Accounting Officer 
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya : 
a. Funding  
1) Mencari atau menghubungi nasabah potensial 
2) Memberikan informasi seperti brosur dan 
menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan 
kepada nasabah 
b. Lending  
1) Mencari nasabah potensial yang layak diberikan 
fasilitas pembiayaan 
2) Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian 
dana yang telah disalurkan 
3) Melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya 
pengajuan pembiayaan dari masyarakat 
4) Penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap 
nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan 
dari bank 
5) Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana 
bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan 
kepada masyarakat yang dinilai produktif 
6. Unit Head 
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya : 
a. Membuat akad pembiayaan 
b. Melakukan analisis pembiayaan 
c. Menyusun rencana pembiayaan 
d. Melakukan administrasi pembiayaan 
e. Menerima berkas pengajuan pembiayaan 




g. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam 
h. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak 
macet 
i. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada 
komisi pembiayaan 
7. Accounting Officer Mikro 
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya : 
a. Melakukan kegiatan pemasaran untuk dana pihak ketiga 
(DPK) 
b. Menawarkan dan menjual produk kepada nasabah yang ada 
dengan sebaik-baiknya 
c. Menjaga hubungan yang baik (relationship) kepada 
nasabah agar dana simpanannya tidak keluar 
d. Melakukan tugas-tugas lainnya sesuai perintah atasan guna 
menunjang kegiatan bisnis bank 
e. Membuat rencana kunjungan kepada nasabah dalam rangka 
mencapai dana simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) 
f. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan Cross Selling 
kepada nasabah untuk mencapai tingkat kepuasan 
pelayanan nasabah 
g. Bertanggung jawab secara langsung kepada usaha terhadap 
hasil kinerja dan pencapaian target simpanan dana pihak 
ketiga (DPK) 
8. Back Office / Kliring  
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya : 
a. Wajib melaksanakan encode dengan mesin encode 
b. Memproses transaksi dana pencairan pembiayaan (loan 
operation) 
c. Membukukan serta memvalidasi tanda setoran yang 
diterima dari nasabah sesuai dengan jumlah waktu kliring 
d. Wajib menjumlah seluruh warkat kliring yang telah di 
encode dengan menggunakan mesin hitungan dilengkapi 
tellstruck dan harus cocok antara perubahan teller kliring, 
encode, jumlah tertera dimesin hitung 
e. Menjalankan fungsi entry data, seperti membukukan 
transaksi memindahbukukan dan transaksi back office 
lainnya pengisian data long CIF, Standing Intruction (SI), 
perubahan data customer dan scanning (KCTT). 
9. Penaksir Emas 
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya : 
a. Mengidentifikasi keaslian bobot dan karat 
b. Menaksir dan memperhitungkan nilai harga emas sesuai 
dengan harga pasaran yang sedang berlaku 
10. Office Boy 
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya : 
a. Membantu mengoperasikan mesin fotocopy jika 
dibutuhkan 
b. Menyediakan minum untuk tamu dan semua karyawan 
kantor 
c. Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor dan 
karyawan 
d. Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan 
merawat alat-alat kantor dan gedung kantor 
11. Security 
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya : 
a. Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan 
lingkungan kantor dari segala bentuk kejahatan, ancaman 
keamanan, atau yang membuat keonaran lingkungan kantor 
b. Bertanggung jawab melindungi karyawan, nasabah, dan 




c. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua asset 
yang ada di lingkungan kantor dari ancaman kejahatan 
d. Menyambut nasabah dengan ramah dan menawarkan 
bantuan kepada nasabah  
e. Membantu nasabah, jika ada nasabah yang bertanya letak 
dan jenis form, antar nasabah ke writing desk dan berikan 
form yang dibutuhkan 
f. Mengawasi dan mengatur antrian    
 
C. Ruang Lingkup Usaha 
 BRI Syariah KCP Kudus banyak meluncurkan produk-produk 




1. Penghimpunan Dana (Funding) 
 Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang 
penarikannya hanya dapat dilakukan melalui syarat-syarat 
tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 
cek, bilyet giro dan / atau alat lainnya yang dapat disamakan 
dengan itu. 
a. Tabungan BRI Syariah iB (Tabungan Faedah) 
 Tabungan Faedah BRI Syariah iB merupakan produk 
simpanan dengan prinsip titipan yang diperuntukkan bagi 
nasabah yang menginginkan kemudahan serta kenyamanan 
dalam transaksi keuangan. Produk ini memberikan 
kemudahan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta 
lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai dengan prinsip 
syariah. Keutamaan Tabungan Faedah BRI Syariah yaitu : 
1) Seteron minimal Rp 100.000 
2) Gratis biaya administrasi bulanan Tabungan 




3) Gratis biaya bulanan kartu ATM 
4) Bonus sesuai kebijakan bank 
5) Potongan zakat secara otomatis dari bonus yang 
diterima 
6) Subsidi 50% biaya penggunaan ATM BRI Syariah, 
Bersama,dan   Prima untuk saldo diatas Rp 500.000 
 
b. Tabungan Haji BRI Syariah iB 
 Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan produk 
simpanan dari BRI Syariah untuk calon jamaah haji dalam 
memenuhi kebutuhan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah 
Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil. 
Manfaat dari tabungan haji ini adalah ketenangan dan 
kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah 
karena pengelolaan dana sesuai syariah, ibadah haji memang 
suatu kewajiban bagi umat muslim baik dia laki-laki ataupun 
perempuan, tua ataupun muda kalau dia sudah mampu dari 
segi ekonomi, kesehatan jiwa dan fisik. Banyak orang yang 
sudah mampu dari segi ekonomi tetapi berat hati untuk 
berangkat, bagi mereka yang sudah mampu dan ingin 
berangkat tetapi dari segi ekonomi belum cukup bahkan 
belum punya. 
 
c. Tabungan Impian BRI Syariah iB 
 Tabungan Impian BRI Syariah iB merupakan tabungan 
berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang 
dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan 
terencana. Tabungan impian BRI Syariah iB memberikan 
ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta 





 Keunggulan Tabungan Impian BRI Syariah iB setoran 
minimal Rp 50.000 dengan jangka waktu mulai 1-20 tahun 
serta nisbah yang kompetitif, terdapat fasilitas auto debet, 
gratis biaya administrasi tabungan dan premi asuransi. 
 
d. Giro BRI Syariah iB 
 Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan untuk 
kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan 
prinsip titipan (wadi’ah yad dhamanah) yang penarikannya 
dapat dilakukan setiap saat dengan cek / bilyet giro. 
 Keuntungan dan fasilitas yang diberikan berupa Online 
real time di seluruh kantor BRI Syariah dan laporan dana 
berupa rekening koran setiap bulannya. 
 
e. Deposito BRI Syariah iB 
 Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi 
berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. 
Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan 
prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir 
akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO 
(Automatic Roll Over) dan bilyet deposito. 
 
f. Gadai BRI Syariah iB 
 Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi 
memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana 
mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan 
proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk 
ketentraman nasabah. Manfaat pilihan tepat, penuh manfaat 
serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah. 
 
g. KKB BRI Syariah iB 
 Memiliki kendaraan idaman (mobil) kini tidak hanya 
sebatas impian. Kini Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB 
(KKB iB) hadir membantu nasabah mewujudkan untuk 
memiliki kendaraan (mobil) idaman. Kepemilikan Kendaraan 
Bermotor iB (KKB iB) memberikan keleluasaan bagi anda 
untuk pembelian kendaraan (mobil) baru maupun bekas pakai 
serta nasabah bebas menentukan pilihan merk. 
Tujuan dan Manfaat KKB BRI Syariah iB 
1) Pembelian mobil baru 
2) Pembelian mobil second 
3) Take Over atau pengalihan pembiayaan KKB dari 
lembaga pembiayaan lain 
4) Skim pembiayaan adalah akad jual beli barang 
(murabahah) dengan menyatakan harga perolehan dan 
keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan 
nasabah 
5) Uang muka ringan mulai dari 20% 
6) Jangka waktu maksimal 5 tahun 
 
h. KPR Faedah BRI Syariah iB 
 Kini semua bisa punya rumah idaman dan segala 
kebutuhannya dengan mudah, murah, tanpa was-was 
ditambah banyak faedahnya. Yaitu adanya refinancing, jangka 
waktu fleksibel 1-15 tahun, cicilan murah mulai dari Rp 
13.000/bulan, untuk karyawan dan wiraswasta, serta take 
over. 
 
2. Penyaluran Dana (Lending) 
Ada 3 jenis pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Kudus, yaitu 
: 




 Mikro iB merupakan salah satu produk pembiayaan 
mikro banking yang ada di BRI Syariah KCP Kudus. Produk 
ini memiliki dua tujuan pembiayaan yaitu : 
1) Tujuan Produktif, yaitu untuk pembelian barang modal 
kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah. 
2) Tujuan Konsumtif, yaitu untuk pembiayaan nasabah 
exsiting / calon nasabah mikro banking dengan tujuan 
pembelian barang-barang konsumsi barang yang 
digunakan sendiri oleh nasabah atau calon nasabah atau 
keluarga (pasangan calon nasabah : suami / istri, orang 
tua kandung dan anak kandung untuk selanjutnya 
disebut keluarga) untuk pembelian rumah, pembelian 
tanah, pembelian bahan-bahan untuk renovasi rumah, 
pembelian kendaraan bermotor, pembelian alat-alat 
elektronika yang saat ini belum digarap oleh segmen 
mikro banking syariah. 
 
b. Mikro 75 iB 
 Tujuan dari pembiayaan Mikro 75 iB ini sama dengan 
produk Mikro 25 iB, begitu juga dengan akad, syarat usia 
calon nasabah, dan standar layanan approve. Adapun syarat-
syarat untuk pembiayaan ini antara lain, yaitu : 
1) Lama usaha minimal 2 tahun 
2) Tenor pembiayaan untuk modal kerja maksimal 36 
bulan, untuk investasi maksimal 60 bulan 
3) Asuransi pembiayaan : asuransi jiwa (wajib) dan 
asuransi kebakaran (optional) 
4) Jaminan berupa tanah kosong, tanah dan bangunan, 
kendaraan, kios, deposito BRI Syariah 
5) Dokumen agunan / jaminan 
6) Sertifikat (SHM, SHGB, SHMRS, SHP) 
7) AJB / APHB dari girik / letter C / tanah adat yang telah 
disetujui 
8) BPKB mobil / motor 
9) SIPTB, SIPTU atau sejenis kios (kios / lapak / dasaran) 
10) Bilyet deposito BRI Syariah 
11) Dokumen administrasi  
 
c. Mikro 500 iB 
 Untuk pembiayaan Mikro 500 iB ini sama dengan 
pembiayaan Mikro 75 iB. Skema pembiayaan mikro 
bankingakad mudharabah bil wakalah yaitu : 
1) Mengajukan pembiayaan 
2) Melengkapi syarat dan ketentuan 
3) Melakukan akad 
4) Membeli barang 
5) Mengirim barang 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Produk KPR BRISyariah 
 KPR BRISyariah adalah produk pembiayaan untuk pembelian 
rumah baik itu baru maupun bekas, bisa juga untuk pembelian tanah 
atau kavling, serta untuk renovasi rumah yang sudah jadi maupun KPR 
bangun. Jadi semua produk KPR itu berhubungan dengan tempat 
tinggal, bisa dari nol ataupun yang sudah jadi dan siap huni. 
 Dalam pembiayaan KPR di BRISyariah dapat menggunakan 
beberapa akad, diantaranya adalah akad murabahah, ijarah, dan juga 
musyarakah. Untuk murabahah dengan sistem margin atau keuntungan, 
untuk ijarah dengan sistem ujroh atau upah biasanya digunakan pada 
pembiayaan refinancing, sedangkan untuk musyarakah dengan sistem 
bagi hasil. Namun dari beberapa akad tersebut, akad utama yang sering 
digunakan adalah akad jual beli yaitu akad Murabahah bil wakalah 
karena jual beli nya dilakukan dengan perwakilan bank sebagai penjual. 
 Untuk besaran margin yang akan diperoleh bank, ditentukan oleh 
putusan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk saat ini nilai marginnya 
tergantung dari jangka waktu yang diambil pada pembiayaan di awal. 
Jadi untuk masing-masing jangka waktu akan berbeda nilai marginnya. 
Semakin panjang jangka waktu yang diambil, maka semakin besar pula 
nilai marginnya. Besarnya margin untuk bank harus disebutkan pada 
saat proses akad berlangsung. Karena hal tersebut merupakan salah satu 
syarat dalam akad murabahah. 
Besar margin untuk jangka waktu 1-15 tahun adalah sebagai berikut :
32
 
1. Jangka Waktu 1-5 tahun =  13% eff 
2. Jangka Waktu 6-10 tahun =  13,25% eff 
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3. Jangka Waktu 11-15 tahun =  13,5% eff 
 
B. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) 
pada BRISyariah KCP Kudus dengan akad Murabahah 
 Adapun proses pelaksanaan mekanisme pembiayaan KPR di 
BRISyariah KCP Kudus adalah sebagai berikut : 
1. Proses yang pertama ini terdapat tiga kemungkinan sebagai langkah 
awal dalam prospek kerja AO yaitu calon nasabah yang berinisiatif 
untuk mengajukan pembiayaan dengan mendatangi AO, atau AO 
juga dapat melakukan upaya dengan mendatangi sendiri calon 
nasabahnya untuk memberikan pengenalan dan penawaran tentang 
produk pembiayaan, selain itu AO juga bisa datang langsung ke 
developer sebagai perusahaan yang bergerak dibidang terkait. 
Dalam proses awal pengajuan dan pengenalan, AO memberikan 
informasi yang jelas kepada nasabah terkait pembiayaan KPR iB 
BRISyariah seperti fitur produk, persyaratan, serta hak dan 
kewajiban nasabah.  
Nasabah yang mengajukan pembiayaan akan diminta untuk mengisi 
formulir dan melengkapi persyaratan pembiayaan. 
2. Pengumpulan data dan menganalisis data calon nasabah 
Pengumpulan data berupa data utama mengenai data diri nasabah, 
penghasilan nasabah, serta data jaminan yang akan digunakan. Lalu 
melakukan analisa terhadap keaslian data atau dokumen, setelah itu 
distempel dan diberi paraf oleh AO 
3. Setelah itu permohonan pelaksanaan checking dan investigasi 
dengan melakukan interview atau wawancara kepada nasabah. 
Dengan menerapkan prinsip 5C, yaitu: 
a. Character 
 Katarakter adalah watak dari nasabah yang perlu 




untuk menerima pembiayaan atau tidak. Pada prinsip ini AO 
melakukan pengecekan pada BI, melihat apakah nasabah 
memiiki track record yang baik. Lalu pengecekan pada 
lingkungan tempat tinggal nasabah, bertanya kepada warga 
ssekitar bagaimana karakter nasabah.  
b. Capacity 
 Kapasitas adalah kemampuan nasabah untuk membayar, 
yang perlu dianalisis oleh AO berapa kira-kira kemampuan bayar 
yang dimiliki nasabah untuk angsuran perbulannya nantinya, 
agar dapat disesuaikan dengan besar plafon yang akan diajukan. 
Jika kemampuan nasbah ada, dan ia mampu bisa dipastikan 
untuk nantinya ia akan melakukan kewajiban membayarnya. Hal 
tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan oleh pihak BRI 
Syariah.  
c. Capital 
 Kapital merupakan modal yang dimiliki nasabah yang 
perlu dianalisa untuk mengetahui kecukupan dana dari nasabah 
dalam usaha yang dijalankannya. Sehingga pihak bank dapat 
memperhitungkan kelanjutan pembiayaan dari nasabah. 
d. Condition Of Economy 
 Merupakan kondisi ataupun situasi dilingkungan calon 
nasabah yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian dan 
usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Menilai dari kondisi 
yang terlihat dapat menjadi salah satu factor dalam memutuskan 
disetujui atau tidaknya pembiayaan yang diajukan. 
e. Collateral 
 Yaitu barang jaminan atau sebagai agunan yang dapat 
ditentukan apakah nilainya bisa mengcover jumlah plafon 
pembiayaan yang diajukan atau tidak. Jika nilainya bisa 
mengcover palfon, maka pihak bank dapat meyakini pengajuan 
pembiayan nasabah. Dengan batas nilai jaminan yang dapat 
mengcover yaitu 80% dari besarnya harga. 
4. Kemudian AO akan mengevaluasi kelayakan dari calon nasabah 
dengan : 
a. Memastikan penghasilan per bulan nasabah pada slip gaji atau 
surat keterangan penghasilan calon nasabah.  
b. Mencocokkan antara slip gaji atau surat keterangan penghasilan 
dengan konfirmasi ke HRD atau bagian keuangan tempat 
nasabah bekerja. 
c. Melakukan analisis kualitatif nasabah meliputi pendidikan 
terakhir, jenis dan nama perusahaan, pengalaman dan lama 
bekerja, status kekaryawanan, jabatan, hubungan bank lain, dan 
kekayaan yang dimiliki.  
5. Financing support dari unit kerja akan melakukan : 
a. Verifikasi dan Investigasi tempat tinggal dan tempat kerja calon 
nasabah. Dengan menyurvei langsung tempat tinggal dan tempat 
kerja nasabah, apakah sesuai dengan dokumen yang diberikan 
atau tidak.  
b. Pemeriksaan BI Checking calon nasabah dari track record 
keuangan yang dimiliki nasabah.  
c. Pemeriksaan atau penilaian jaminan yang akan digunakan calon 
nasabah. Untuk developer yang bekerjasama dengan 
BRISyariah, harga tanah dan bangunan mengacu pada brosur 
harga jual developer. Pemeriksaan atau penilaian jaminan pada 
developer tetap dilakukan untuk memastikan lokasi, harga, dan 
kondisi tanah dan bangunan.  
6. Selanjutnya proses Pre Scoring atau Scoring 
Setelah melakukan penilaian jaminan yang digunakan oleh calon 
nasabah, selanjutnya pihak Bank menentukan apakah calon nasabah 
layak atau tidak untuk melanjutkan pembiayaan.  




Lalu setalah ditentukan bahwa nasabah layak untuk mendapatkan 
pembiayaan, maka dilakukan pembuatan MUP (Memo Usulan 
Pembiayaan) yaitu permohonan atau usulan untuk membuat 
pembiayaan, dan Checklist data atau dokumen yang diperlukan 
sebagai syarat dari pembiayaan.  
8. Kemudian persetujuan pembiayaan oleh Komite Pembiayaan sesuai 
Surat Keputusan Direksi. Dilanjutan dengan penyerahan jaminan 
untuk dilakukan pengecekan oleh notaries. 
9. Setelah itu pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), 
aplikasi yang sudah disetujui oleh komite pembiayaan selanjutnya 
diterbitkan SP3. SP3 diserahkan kepada nasabah untuk dipelajari dan 
disetujui. Apabila BRISyariah menolak permohonan maka wajib 
meterbitkan surat penolakan, tetapi apabila BRISyariah menyetujui 
permohonan nasabah maka wajib menerbitkan SP3.  
10. Permohonan pelaksanaan akad, persiapan akad, dan konfirmasi 
calon nasabah.  
Menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pelaksanaan akad 
yang telah dijadwalkan setelah disetujuinya pembiayaan. Lalu 
menghubungi nasabah dan notaris untuk mengkorfirmasi atau 
membuat penjaadwalan kapan akad akan dilaksanakan. 
11. Pra Signing, Checklist, Pemeriksaan TBO dan Covenant 
Proses pengikatan berisi penandatanganan SP3 yang sebelumnya 
sudah dipelajari oleh calon nasabah dan juga penandatanganan Akta 
Jual Beli (AJB) yang dihadiri oleh nasabah, notaris, AO, dan 
penjual, dimana pengikatan dilakukan oleh notaris sebagai rekanan, 
dan AO bertindak sebagai saksi. Selanjutnya Checklist, kemudian 
pemeriksaan TBO (Total Benefit of Ownership) dan Covenant 
(Perjanjian) yang telah dibuat bersama antara nasabah dan Bank.  
Total Benefit of Ownership (TBO) adalah perhitungan atau estimasi 
berapa besar nilai akuisisi yang memiliki efek positif dalam suatu 
bisnis. 
12. Setelah penandatanganan SP3 dan Akta Jual Beli (AJB) sebagai 
proses pengikatan, selanjutnya pelaksanaan perjanjian pembiayaan 
sebagai pelaksanaan akad sebelum proses pencairan. AO 
memberikan penjelasan kepada nasabah bahwa akad yang digunakan 
adalah akad murabahah dengan ditumpuk bil wakalah karena 
BRISyariah sebagai pihak yang mewakili penjual. 
13. Setelah akad dilaksanakan, proses pencairan dapat dilaksanakan. 
Proses pencairan pembiayaan dari BRISyariah KCP Kudus yaitu 
dengan mengirimkan scan dokumen ke Semarang sebagai Kantor 
Cabang. Nantinya dana yang cair akan masuk ke rekening nasabah 
terlebih dahulu, untuk selanjutnya akan diserahkan ke penjual. 
14. Dokumentasi Pembiayaan dan file, sebagai data dan bukti bahwa 





C. Analisis Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB 
Berdasarkan Prinsip Murabahah pada BRI Syaraih KCP Kudus 
 Analisis prosedur pembiayaan KPR BRISyariah iB adalah 
sebagai berikut :  
1. Permohonan pembiayaan 
 Permohonan pembiayaan dengan pengajuan pembiayaan dapat 
dilakukan dengan tiga cara sebagai langkah awal dalam prospek 
kerja AO yaitu calon nasabah yang berinisiatif untuk mengajukan 
pembiayaan dengan mendatangi AO, atau AO juga dapat melakukan 
upaya dengan mendatangi sendiri calon nasabahnya untuk 
memberikan pengenalan dan penawaran tentang produk pembiayaan, 
selain itu AO juga bisa datang langsung ke developer sebagai 
perusahaan yang bergerak dibidang terkait Calon nasabah datang ke 
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BRISyariah dengan melengkapi dokumen atau persyaratan yang 
dibutuhkan dan mengisi formulir aplikasi.  
 Prosesini sah secara hukum islam karena telah sesuai dengan 
Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
MURABAHAH yang berbunyi bahwa nasabah mengajukan 
permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. 
2. Pengumpulan data dan menganalisa data calon nasabah 
 Pengumpulan data berisi tentang pengecekan keaslian dokumen 
calon nasabah. Untuk dokumen yang sudah dipastikan keasliannya 
distempel sesuai asli dan di paraf oleh CS dan AO, selanjutnya AO 
dan Pincapem melakukan interview atau wawancara terhadap calon 
nasabah. Setelah selesai AO mengirimkan permohonan checking BI, 
permohonan pemeriksaan atau penilaian jaminan dan permohonan 
investigasi kepada financing support unit kerja. Jika sudah AO 
melakukan evaluasi kelayakan calon nasabah, memastikan 
kebenaran tentang gaji calon nasabah, kemudian menghitung RPC 
calon nasabah dan melakukan analisis kualitatif seperti pendidikan 
terakhir, jenis dan nama perusahaan, pengalaman dan lama bekerja, 
status kekaryawanan, jabatan, hubungan bank lain, kekayaan 
dimiliki.  
 Prosesini sah secara hukum islam karena telah sesuai dengan 
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 maret 
2008 , yang berbunyi bahwa Bank wajib melakukan analisis atas 
permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah dari nasabah 
yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter 
(character) dan atau aspek usaha antara lain meliputi analisis 
kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan atau prospek 
usaha (condition). Dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH 
Menganalia data nasabah sangat penting, supaya tidak ada 
pemalsuan data dan meminimalisir pembiayaan macet di kemudian 
hari. 
3. Persetujuan pembiayaan 
 Pesetujuan pembiayaan adalah persetujuan yang dilakukan 
setelah pemeriksaan BI Cheking calon nasabah, pemeriksaan atau 
penilaian jaminan oleh apraisal, investigasi tempat bekerja calon 
nasabah.setelah melaksanakan pemeriksaan maka di input di 
Appel(system BRISyariah). Ketika sudah di 
Approve maka pembiayaan bisa dicairkan  
 Prosesini sah secara hukum islam karena telah sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur Pembiayaan BRISyariah. Dan sesuai 
dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
MURABAHAH ayat ketiga yang berisi tentang jaminan dalam 
murabahah 
4. Pengikatan dan Pencairan pembiayaan 
 Proses pengikatan berisi tentang pra signing berisi tentang 
persiapan dokumen akad, checklist, dan comply dokumen calon 
nasabah. Penandatanganan akad bersi tentang penandatanganan 
perjanjian pembiayaan dan Akta Jual Beli (AJB) dan setiap 
pelaksanaan penandatanganan wajib didokumentaskan dan harus 
dituangkan dalam bentuk perjanjan tertulis. Setelah semua syarat 
terpenuhi dan sudah disetujui maka bisa langsung dilaksanakan akad 
atau ijab qabul. Pencairan pembiayaan KPR BRISyariah iB 
dilakukan oleh Bank kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan.  
 Prosesini sah secara hukum islam karena telah sesuai dengan 
Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
MURABAHAH. Dan diatur kembali dalam Surat Edaran bank 
Indonesia Nomor 10/14/DPbs tanggal maret 2008. 




 Ketika sudah terjadi akad nasabah wajib membayar uang muka, 
uang muka adalah salah satu syarat KPR BRISyariah iB. 
 Prosesini sah secara hukum islam karena telah sesuai dengan 
Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
MURABAHAH dan diatur kembali pada Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 7/46/PBI/2005 pasal 9 ayat (2) 
 
D. Manfaat dan Keunggulan dari Produk KPR BRISyariah 
1. Nasabah tidak harus menyediakan dana secara tunai untuk membeli 
rumah, karena nasabah cukup menyediakan uang muka sebesar 10% 
dari total pembiayaan. 
2. Dengan jangka waktu yang panjang, nasabah pun dapat 
mengusahakan berbagai cara untuk meningkatkan penghasilannya. 
3. Pembiayaan dengan akad murabahah yang menyebutkan harga 
perolehan serta keuntungan yang bank dapatkan, akan membuat 
calon nasabah lebih percaya. 
4. Nilai angsuran yang tidak berubah dari awal perjanjian pembiayaan 
sampai akhir pembiayaan. 
5. Akan membantu mewujudkan impian untuk memiliki sebuah hunian 








 Berdasarkan penjelasan dan hasil pengamatan yang telah 
dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan dari mekanisme pembiayaan 
kepemilikan rumah (KPR) iB di BRISyariah KCP Kudus berdasarkan 
prinsip murabahah adalah sebagai berikut :  
 Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Rumah 
(KPR) iB di BRISyariah KCP Kudus berdasarkan Prinsip Murabahah 
sudah sesuai dengan mekanisme pembiayaan pada Bank Syariah. Mulai 
dari prospek kerja AO untuk mencari nasabah, ataupun nasabah yang 
datang langsung ke unit kerja untuk melakukan pengajuan. Kemudian 
pengumpulan berkas dan dokumen sebagai persyaratan pembiayaan. 
Lalu pihak BRISyariah melakukan wawancara untuk mengetahui 
kelayakan nasabah menerima pembiayaan. Setelah itu dilakukan 
evaluasi kelayakan nasabah untuk memastikan kebenaran data nasabah. 
Selanjutnya Financing Support akan melakukan verifikasi dan 
investigasi, pemeriksaan BI Checking, serta pemeriksaan dan penilaian 
jaminan yang digunakan nasabah. Kemudian proses Pre Scoring atau 
Scoring, pembuatan MUP (Memo Usulan Pembiayaan) dan Checklist 
oleh AO, persetujuan pembiayaan, pembuatan SP3, permohan 
pelaksanaan akad, persiapan akad, dan konfirmasi nasabah. Selanjutnya 
proses pengikatan dengan penandatanganan SP3 sebagai pelaksanaan 
akad yang pertama dilanjutkan pemeriksaan TBO dan Covenant. 
Kemudian pelaksaan akad yang kedua dengan penandatanganan 
perjanjian yang telah disepakati dan juga Akta Jual Beli. Setelah 
penandatanganan perjanjian dan Akta Jual Beli, proses pencairan 




menjadi tahap terakhir dari mekanisme pembiayaan. Adapun penilaian 
kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, 
Capital, Condition of Economy, dan Collateral.  
 Analisis prosedur pembiayaan KPR BRISyariah iB adalah sah 
secara hukum islam. Karena KPR BRISyariah iB telah memenuhi rukun 
murabahah dan KPR BRISyariah telah mengacu pada badan hukum 
islam yaitu Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
MURABAHAH, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS 
tanggal 17 maret 2008 Tentang persyaratan kegiatan penyaluran dana 
dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah, dan ketentuan 
pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 
Tentang Bank Syariah meminta nasabah membayar uang muka. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan pengamatan yang diperoleh penulis, ada beberapa 
saran dari penulis antara lain : 
1. Bagi Pihak Bank 
a. Perlunya peningkatan sarana untuk mengenakan BRISyariah 
kepada masyarakat bisa lebih mengenal dan berkeinginan 
menjadi nasabah BRISyariah agar jumlah nasabah menjadi 
lebih banyak lagi.  
b. Perlu adanya pengembangan dan penambahan jumlah unit-
unit perbankan syariah.  
c. Meningkatkan pelayanan yang terbaik agar masyarakat 
tertarik dan tergerak untuk menggunakan sistem perbankan 
syariah. Terutama dalam menggunakan produk pembiayaan 
kepemilikan rumah (KPR iB) di BRISyariah KCP Kudus 
atau produk-produk pembiayaan lainnya. 
d. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 
produk pembiayaan dengan prinsip murabahah sebagai 
penyalur dana pembiayaan kepemilikan rumah (KPR iB) di 
BRISyariah KCP Kudus.  
2. Bagi Penulis/Peneliti Selanjutnya 
 Bagi penulis tugas akhir yang tertarik dengan 
permasalahan yang hampir sama atau sejenis, dapat memaparkan 




 Demikian penyusunan Tugas Akhir ini sebagai persyaratan untuk 
memperoleh gelar Ahli Madya (AMD) DIII Perbankan Syariah. Penulis 
menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini masih 
terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi untuk proses 
mendekati kesempurnaan. Penulis berharap semoga karya ini dapat 
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